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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untk mengetahui pertimbangan hukum dan rujukan 

hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara permohonan talak 

satu raj’i karena murtad di Pengadilan Agama Bantul dengan nomor perkara 

495/PdtG/2018/PA.Btl. Permohonan talak satu raj’i ini bermula ketika pemohon 

berniat untuk berpindah agama menjadi Kristen dan tidak disetujui oleh termohon 

sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan pemohon 

dan termohon pisah rumah. Dengan hal ini menunjukkan bahwa murtad berkaitan 

alasan terjadinya perceraian, maka penyusun merumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: 1) Apa yang menjadi pertimangan hukum Hakim dalam 

memutuskan perkara tersebut?, 2.) apa rujukan hukum yang digunakan Hakim 

dalam memutus perkara tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research) dengan menggali data dari beberapa dokumen. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif  serta yuridis sosiologis. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa : Pertama, Hakim 

mempertimbangkan untuk menfasakh perkawinan karena suami telah kehilangan 

haknya untuk menjatuhkan talak karena murtad. Selain itu, karena suami murtad 

menjadikan rumah tangga sering terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk tetap 

dilangsungkan. Kedua, putusan Hakim dalam memutus perkara nomor 

495/Pdt.G/2018/PA.Btl sudah memenuhi keadilannya karena berdasarkan dengan 

Undang- Undang yang berlaku di Indonesia serta dikuatkan dengan beberapa 

rujukan dari kitab klasik. 
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Abstract 

 

 This study aims to find out the legal considerations and legal references 

used by the Panel of Judges in deciding the case for a divorce application for one 

raj'i for apostasy in the Bantul Religious Court with case number 

495/PdtG/2018/PA.Btl. This one raj'i divorce application began when the applicant 

intended to convert to Christianity and was not approved by the respondent, causing 

disputes and quarrels that made the applicant and the respondent separated. With 

this showing that apostasy is related to the reason for the divorce, the authors 

formulate the formulation of the problem as follows: 1) What are the judge's legal 

considerations in deciding the case?, 2.) what are the legal references used by the 

judge in deciding the case. 

 The research method used in this research is library research by extracting 

data from several documents. The approach used in this research is a normative 

juridical approach and a sociological juridical approach. 

The results of the research that has been carried out are that: First, the judge 

considers terfasakh the marriage because the husband has lost his right to divorce 

due to apostasy. In addition, because the husband is apostate, the household often 

fights, making it difficult to keep it going. Second, the judge's decision in deciding 

case number 495/Pdt.G/2018/PA.Btl has fulfilled its justice because it is based on 

the laws in force in Indonesia and is strengthened by several references from the 

classic book. 
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MOTTO 

Because lights of the univers always set to observe 

You shimmer, your inner compass is taking you there 

(Fireflies – NCT Dream) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa 

lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan 

Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 

dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Zâ‟ ± Za (dengan titik di bawah) ح

 khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 âd ? es (dengan titik di bawah)? ص

 Dâd D de (dengan titik di bawah) ض

 ţâ‟ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟   zet (dengan titik dibawah)  ظ
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 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah sub b kebawah j 

 Ditulis Nazzala نَ زَّلََ

 Ditulis Bihinna نََّهِبَََََََََََِ

َ   

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حِكٌمَةْ

 Ditulis „illah عِلَّة

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali 

dikehendaki lafal lain). 
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2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah 

maka ditulis dengan h. 

 ‟Ditulis Karâmah al-auliyâ ءَْلأَوْلِيَااََمَةْاكَرَ

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakâh al-fiţri لْفِطرِاََكَاةْزََ

 

 

D. Vokal 

 
 فَعَّلَ

Fathah 
Ditulis 

ditulis 

A 

Fa‟ala 

 ذُكِرَ
Kasrah Ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

 Dammah يَذْهَبُ
ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 

 
E. Vokal Panjang 

1 Fathah + alif 

 فَلاَ
Ditulis 

Ditulis 

Â 

Falâ 

2 Fathah + ya‟ mati 

 تَنْسَى
Ditulis 

Ditulis 

Â 

Tansâ 

3 Kasrah + ya‟ mati 

 لََتَفْصِيْ
Ditulis 

Ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 Dammah + wawu mati 

 أُصُلُ
Ditulis 

Ditulis 

Û 

 ṣ l 
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F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah + ya‟ mati 

 لزُّهَيْلِيْاََ
Ditulis 

Ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fathah + wawu mati 

 لدَّوْلَةْاََ
Ditulis 

Ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A‟antum أَأَنْتُمْ

 Ditulis U‟iddat تْدَّعأُ

شَكَرْتُنَْلَئِ
 مْ

Ditulis La‟in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomaariyyah ditulis dengan menggunakan huruf  “ا” 

 Ditulis Al-Qur‟ân آنَْلْقُرْأاََ

 Ditulis Al-Qiyâs سْالْقِيَاََ

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) 

nya. 

 ‟Ditulis As-Samâ ءُالسَّمَاََ

 Ditulis Asy-Syams لشَّمْشُاََ
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya. 

لْفُرُوْضيََْذَوِ
َْْ 

Ditulis Ża al-fur ḍ 

 Ditulis Ahl as-sunnah لسُّنَّةْاَ أَهْلُ

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal 

nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka 

yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal  nama diri bukan huruf awal 

kata sandangnya. 

Contoh: 

َانُْزلََِفِيْهَِالْقُرْاٰنَُ  شَهْرَُرَمَضَانََالَّذِيْ 

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur‟an 

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada : 

a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan 

terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, 

lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya. 
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b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-

kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh 

Jinayah dan sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, 

Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misal-

nya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‟arif dan sebagainya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan menurut Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping definisi yang 

diberikan oleh Uundang - Undang nomor 1 Tahun 1974 di atas kompilasi 

hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi 

arti-arti definisi Undang - Undang tersebut, namun bersifat menambah 

penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: 

 Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mitsaqon gholidzo untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.1 

Pada dasarnya, ikatan adalah sebuah perjanjian. Dalam hal ini ikatan 

berarti sebuah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan. 

Seperti pada halnya perjanjian pada umumnya yang bisa terputus, 

perkawinan juga bisa terputus karena beberapa kemungkinan. Dalam agama 

                                                           

1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Inodesia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2014) hlm. 40 



2 
 

Islam maupun dalam perundangan-undangan di Indonesia, putusnya 

perkawinan diperbolehkan apabila jika perkawinan tersebut dilanjutkan 

hanya akan mendatangkan keburukan bagi kedua belah pihak. Dalam Islam, 

putusnya perkawinan bisa terjadi dengan hanya sebuah pernyataan yang 

keluar dari suami kepada istri bahwa dia (suami) telah menjatuhkan talak 

kepadanya (istri) baik secara lisan maupun melalui isyarat. Sedangkan 

menurut Undang- Undang yang berlaku di Indonesia, yakni dalam pasal 115 

Kompilasi Hukum Islam dan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 9 

tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan hanya terjadi 

di depan pengadilan yang artinya perceraian dianggap sah apabila sudah 

diputuskan bercerai oleh Majelis Hakim di sidang pengadilan agama. 

Dalam pasal 22 Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan disebutkan bahwa, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para 

pihak tidak memenuhi syarat - syarat untuk melangsungkan pernikahan”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, ketika dihubungkan dengan fasakh nikah 

atau pembatalan perkawinan hal itu bisa saja terjadi karena adanya syarat 

yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, yakni salah satu dari suami dan 

istri telah keluar dari agama Islam (murtad) karena di dalam ajaran agama 

Islam menikah dengan orang yang berbeda agama adalah dilarang sehingga 

persyaratan menikah tidak terpenuhi karena bertentangan dengan pasal 2 

Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, “Perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan  

kepercayaannya itu” dan dalam pasal 8 huruf (f) Undang – Undang nomor 
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1 tahun 1974 disebutkan tentang larangan pernikahan antara 2 orang yang 

oleh agamanya atau peraturan lain dilarang untuk menikah. 

Dalam perkara murtad dan bagaimana hakim dalam memutuskan 

perkawinannya di Pengadilan Agama, penulis mengambil salah satu 

putusan dari Pengadilan Agama Bantul untuk dijadikan sebagai contoh 

yakni perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl yang akan penulis ceritakan 

sebagai berikut : 

Perkara ini  berisikan tentang  permohonan suami (selanjutnya akan 

disebut Pemohon) yang mengajukan izin untuk diperbolehkan 

mengikrarkan talak satu raj’i kepada istri (untuk selanutnya disebut 

Termohon) di depan hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul 

karena suami telah murtad. Dalam perkara tersebut disebutkan bahwa 

Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Januari tahun 2007 

di KUA Pasar Rebo Jakarta Timur dantelah  dikaruniai 2 orang anak dari 

pernikahan tersebut. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di 

rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bantul selama 8 tahun dan pada 

tahun 2016 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kotrakan bersama 

selama kurang lebih 1 tahun. Selama hidup bersama di rumah kontrak, 

awalnya mereka hidup bahagia dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017, 

pernikahan mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak 

menerima keinginan Pemohon untuk pindah agama menjadi Kristen dan 
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Pemohon telah melakukan pembaptisan di Gereja Keluarga Allah Kota 

Yogyakarta pada bulan Agustus tahun 2017.  

Puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon 

yakni terjadi pada akhir 2017 ketika mereka mulai berpisah tempat tinggal. 

Pemohon pergi ke rumah saudara iparnya di Kabupaten Bantul dan 

Termohon pulang ke rumah ortunya di Kabupaten Bantul. Keluarga kedua 

pihak sudah berupaya untuk merukunkan tetapi tidak berhasil. Bahwa atas 

kejadian tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan 

Agama Bantul pada tanggal 10 April 2018 yang isinya berupa permohonan 

izin untuk mengikrarkan talak satu raj’i di hadapan Majelis Hakim kepada 

Termohon. 

Dengan beberapa pertimbangan, dalam hal ini, Majelis Hakim 

menilai bahwa tuntutan dari Pemohon untuk bia mengikrarkan talak satu 

raj’i kepada Termohon tidak dapat dikabulkan karena Pemohon telah 

murtad sehingga dia kehilangan hak untuk mentalak Termohon. Namun, 

pada adasarnya Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya pada 

Majelis Hakim untuk memutuskan pernikahannya dengan Termohon 

sehingga Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dengan 

menfasakh pernikahan antara Pemohon dan Termohon. 

Dari perkara tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tetap 

menerima permohonan dari Pemohon yang telah murtad dengan 

memutuskan fasakh nikah. Selain itu, dalam proses pencarian data, 
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penyusun menemukan ada beberapa perkara yang mirip atau serupa terkait 

perceraian karena murtad di Pengadilan Agama Bantul. Dalam data yang 

penyusun temukan, perkara lain terkait perceraian murtad diajukan oleh 

pihak yang masih beragama Islam (tidak murtad) dan dalam perkara nomor 

495/Pdt.G/2018/PA.Btl ini disebutkan bahwa pemohon dating dari pihak 

yang telah murtad yang sehingga penyusun tertarik untuk mengkaji 

pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan 

perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl? 

2. Apa rujukan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara 

nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Btl? 

C. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan 

mengenai putusnya perkawinan serta untuk mengetahui dasar 

pertimbangan majelis hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam 

memutuskan perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl. 

2. Kegunaan  

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis  
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan terkait putusnya perkawinan terutama dalam hal 

pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutus suatu 

perkara. Serta juga diharapkan dapat membantu dalam 

meningkatkan kefahaman dalam bidang hukum perdata dalam 

pembahasan perkawinan. 

b. Manfaat Praktis 

Selain memiliki manfaat secara teoritis, penelitian ini juga 

diharapkan memiliki manfaat secara praktis yakni bisa menjadi 

salah satu sarana bagi penulis untuk memahami pengetahuan tentang 

putusnya perkawinan. Selain itu, penulis berharap penelitian ini bisa  

menjadi salah satu rujukan dan sumbangan pemikiran yang bisa 

digunakan oleh para akademisi atau orang-orang yang bekerja di 

bidang ini.  

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang 

telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap beberapa 

penelitian yang sudah ada yang memiliki subjek pembahasan yang sama, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi yang berjudul “Penerapan Fasakh Dalam Peraturan Perundang 

- Undangan Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim di 

Pengadilan Agama Kota Malang)”, yang ditulis oleh Faizal Afdha’u 
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pada tahun 2016. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pandangan 

Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang aturan fasakh nikah 

dalam Undang-Undang tentang Perkawinan serta pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutuskan perkara fasakh. 

Dra. Hj. Rusmulyani salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kota 

Malang mengatakan bahwasanya tidak ada pembahasan  khusus 

mengenai fasakh dalam undang-undang perkawinan. Namun ada aturan  

yang menyatakan hakim berhak menggali hukum yang ada dan 

berkembang di  masyarakat sekalipun belum atau tidak ada dalam 

undang-undang. 

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang 

No. 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh 

Nikah” yang ditulis oleh  Ulin Nuryani tahun 2012. Dalam Skripsi ini 

dijelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut terhadap 

perkara nomor 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. Selain itu, dalam skripsi ini 

juga disebutkan apakah pertimbangan yang hakim pakai dalam memu-

tuskan perkara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip munakahat atau be-

lum. 

3. Skripsi yang berjudul “Pembatalan Pernikahan Akibat Salah Satu Pihak 

Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang No. 

068/Pdt.G/2012.Serang)” yang ditulis oleh Abdul Sukron dari UIN Sul-

tan Maulana Hasanuddin Banten pada  tahun 2018. Dalam skripsi ini 
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dijelaskan terkait pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam memu-

tuskan pembatalan nikah karena salah satu pihak murtad. Dalam skripsi 

tersebut disebutkan bahwa apabila perilaku murtad terjadi sebelum du-

khul, maka status pernikahannya batal seketika dan orang yang menge-

tahui harus memisahkannya. Tetapi apabila murtad terjadi setelah du-

khul, maka pernikahan tersebut harus dipisah dan istri memiliki masa 

iddah, jika sudah kembali ke agama Islam dalam masa iddah maka per-

nikahan bisa berlanjut tanpa ada akad baru dan hak talak suami berku-

rang satu tetapi jika kembali dari murtad setelah masa iddah selesai, 

maka pernikahan terputus selamanya dan jika suami ingin kembali be-

rumah tangga dengan istrinya maka harus dilakukan dengan akad yang 

baru. 

4. Skripsi dengan judul “Putus Pernikahan Dengan Alasan Murtad (Ana-

lisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2010/PA.JP yang ditulis oleh Ahmad 

Robin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016. Dalam skripsi 

tersebut disebutkan tentang metode ijthad yang dipakai oleh hakim da-

lam memutus perkara pembatalan pernikahan. Dalam skripsi tersebut 

dijelaskan bahwa metode ijtihad yang dipakai oleh hakim adalah kem-

bali ke fiqh yang artinya hakim akan memberikan ijtihad atau istinbath 

hukum ketika perkara yang ditangani tidak menemui hukum, maka ha-

kim tersebut akan memberikan hukum-hukum baru yang berasal dari 

yurisprudensi. 
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5. Skripsi yang ditulis oleh Nastangin dari STAIN Salatiga pada tahun 

2012 dengan judul Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA.Sal). 

Dalam skripsi tersebut disebutkan terkait pertimbangan yang digunakan 

oleh Hakim di Pengadilan Agama Salatiga dalam memutuskan perkara 

perceraian karena salah satu pihak murtad serta apa akibat hukum yang 

dari perceraian karena salah satu murtad. Dijelaskan ooleh penulis 

bahwa dalam memutus perkara kasus perceraian karena murtad di Pen-

gadilan Agama Salatiga khusunya dalam perkara nomor 

0356/Pdt.G/2011/PA.Sal Hakim mempertimbangkan bahwa keluarga 

penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat murtad. Dalam 

pertimbangannya, Hakim menggunakan rujukan hukum pasal 116 hu-

ruf (h) Kompilasi Hukum Islam serta Kitab At- Thalaq halaman 39. 

Serta disebutkan akibat hukum dari perceraian karena salah satu pihak 

murtad yaitu: pertama, mengakibatkan putusnya hubungan perkwinan. 

Kedua, masih berlaku masa iddah bagi istri. Ketiga, masalah hadhanah 

atau pemeliharaan anak. Keempat, ayah berkewajiban memberikan 

nafkah pada anaknya sampai dewasa (usia 21 tahun). 

E. Kerangka Teoritik 

1. Landasan Yuridis Putusnya Perkawinan Menurut Fikih dan Perundang-

Undangan di Indonesia 
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Dalam Islam putusnya perkawinan biasa juga disebut dengan 

istilah talak. Talak yakni ungkapan cerai dari seorang suami untuk 

istrinya, namun selain talak di dalam hukum Islam juga dikenal istilah 

khulu’ yakni gugatan cerai dari seorang istri untuk suaminya namun 

khulu’ ini tidak bisa jatuh apabila suami tidak menghendaki atau tidak 

mengabulkan.  

Putusnya perkawinan adalah istilah yang digunakan dalam 

Undang – Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau 

berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan 

perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.2 

Pada dasarnya, perkawinan adalah sebuah ikatan atau 

perjanjian. Seperti pada halnya perjanjian pada umumnya yang bisa 

terputus, perkawinan juga bisa putus karena beberapa kemungkinan. 

Putusnya perkawinan secara umum digolongkan menjadi 3 

yaitu karena kematian, pereraian dan atau keputusan pengadilan. 

Ketentuan ini ada pada Pasal 38 Undang-Undang No.l Tahun 1974 dan 

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. 

Dalam hal putusnya perkawinan dapat disimpulkan terdapat 

beberapa bentuk tergantung dari siapa yang berkehendak untuk terjadi 

putusnya perkawinan, dalam hal ini ada 4 kemungkinan: 

                                                           

2 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2014), hlm. 189 
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1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya 

salah seorang suami istri. 

2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan ter-

tentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan ter-

tentu atau yang disebut talak. 

3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat 

sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan 

si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk pu-

tusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara ter-

tentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan uca-

pannya untuk memutus perkawinan itu atau yang disebut 

dengan khulu’. 

4) Putusnya perkawinan atas kehendak Hakim sebagai pihak 

ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri 

yang menandakan perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan 

atau yang disebut dengan fasakh.3 

Dalam konsep putusnya perkawinan menurut fikih dan Perun-

dang-Undangan yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pemben-

tukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan pu-

tusnya perkawinan lebih banyak berlandaskan pada aspek landasan 

yuridis yakni dengan membentuk peraturan untuk mengatasi masalah 

                                                           

3 Ibid, hlm. 197  
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hukum dengan mempertimbangkan peaturan yang telah ada  guna men-

jamin kepastian hukum untuk mencapai rasa keadilan masyarakat. 

2. Murtad Sebagai Alasan Perceraian Menurut Fikih dan Perundang-

Undangan di Indonesia 

Secara bahasa, fasakh berarti pembatalan, pemisahan, 

penghilangan, pemutusan, atau penghapusan. Sedangkan secara istilah, 

fasakh adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak 

memungkinkan perkawinan diteruskan, atau karena cacat atau penyakit 

yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan 

tidak tercapai4. Berarti, fasakh bisa terjadi jika ada alasan yang muncul 

setelah adanya akad nikah yang alasan tersebut menyebabkan 

pernikahan tidak bisa dilanjutkan. 

Di dalam Islam, fasakh dibagi menjadi dua, yakni fasakh karena 

adanya cacat pada akad pernikahan dan fasakh karena timbulnya 

penghalang perkawinan setelah terjadinya akad seperti salah satunya 

murtad yang menjadikan pernikahan tersebut fasakh. 

Penyebutan murtad (keluar dari agama Islam) sebagai alasan 

perceraian terdapat dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam 

yang berbunyi “peralihan agama tau murtad yang menyebabkan 

terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.  

                                                           

4 https://islam.nu.or.id/post/read/122771/pengertian-dan-sebab-fasakh-

pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan (27/01 jam 14:02) 

https://islam.nu.or.id/post/read/122771/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan
https://islam.nu.or.id/post/read/122771/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan


13 
 

Selain itu, di dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam 

disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, 

dan putusan pengadilan. Pengajuan permohonan cerai di Pengadilan 

Agama hanya dikenal dengan dua istilah, yakni cerai gugat dan cerai 

talak namun keputusan akhir diambil oleh Majelis Hakim setelah 

diketahui sebab terjainya perceraian, sehingga perkara tersebut bisa 

diputus dengan cerai talak, cerai gugat, ataupun diputus fasakh, 

sehingga fasakh merupakan perceraian karena putusan pengadilan. 

Penyebutan fasakh sebagai penyebab putusnya perkawinan juga 

terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 155 pada bab pembahasan 

tentang masa iddah. Ketentuan itu mengatakan bahwa Fasakh 

digambarkan sebagai perbuatan cerai yang mengakibatkan masa iddah. 

Dalam proses pelaksanaan Fasakh ini secara hukum cenderung 

dikembalikan pada alasan perceraian. Secara khusus alasan yang sering 

digunakan untuk menggugat perceraian atas dasar Fasakh adalah karena 

permasalahan agama.  di samping itu ada pemahaman bahwa Fasakh itu 

disamaartikan dengan pengertian batalnya perkawinan sebagaimana 

diatur pada pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam yang mengingat 

pemaknaan dari fasakh itu sendiri adalah batal atau rusak (pembatalan 

perkawinan).5 

F. Metode Penelitian 

                                                           

5 Aunur R. Faqih dan Umar Haris Sanjaya, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 

(Yogyakarta: Gama Media, 2017) hlm. 119 
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Dalam mempermudah penyusunan skripsi ini penulis menyajikan 

beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

kepustakaan (library research) dengan menggali data dari beberapa 

dokumen seperti buku, jurnal atau penelitian yang lain . 

2. Pendekatan penelitian  

a) Yuridis normatif yaitu pendekatan yang meletakkan hukum sebagai 

sebuah sistem norma yakni dengan berdasarkan tata aturan 

perundang-undangan,  ajaran agama, atau asas-asas yang berlaku di 

Indonesia. 

Penelitian ini termasuk dalam pendekatan yuridis normatif 

karena hendak mengetahui pertimbangan hakim serta rujukan yang 

dipakai dalam memutus perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl. 

3. Sumber data  

a) Sumber data primer 

Sumber data primer ini diperoleh dari Putusan pengadilan 

agama Bantul nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl, Undang-Undang 

Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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b) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder ini diperoleh dari buku- buku, jurnal, 

skripsi atau karya ilmiah sejenisnya dan sumber - sumber pustaka 

yang lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dalam 

pengumpulan data berupa studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data 

dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, 

bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang 

diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir 

metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-

peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan 

yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan dasar 

dan pertimbangan Majelis Hakim tentang putusan nomor 

495/Pdt.G/2018/PA.Btl, kemudian dari data yang diambil suatu 

kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang 

pembahasan objek yang diteliti. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan 

akan dibagi dalam beberapa bab dan sub-bab secara tersusun adalah sebagai 

berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan 

pembahasan secara menyeluruh dan sistematis yang menjadi pijakan dalam 

mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sitematika pembahasan yang 

menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh 

penyusun. 

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang dan putusnya 

perkawinan di Pengadilan Agama yang mencakup putusnya perkawinan 

menurut Islam dan Peraturan Perundang-Udangan di Indonesia serta murtad 

menurut fikih dan Perundang-Undangan di Indonesia. 

Bab ketiga berisikan data lapangan yang berupa objek pembahasan 

yakni perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl yang meliputi profil perkara, 

alur perkara, pertimangan Majelis Hakim, dasar hukum yang dipakai oleh 

Hakim serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul. 

Bab keempat berisikan analisis terhadap putusan nomor 

495/Pdt.G/2018/PA.B, yang meliputi: pertimbangan hukum dan rujukan 

yang digunakan Hakim dalam memutus perkara tersebut. 
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Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas 

penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk 

memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam bab-bab sebe-

lumnya, penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl ini merupakan perkara yang 

diajukan oleh pihak suami yang telah murtad kepada Pengadilan 

Agama Bantul agar diperbolehkan mengikrarkan talak satu raj’i 

kepada istrinya yang masih beragama Islam. Perkara ini tetap 

diterima dan diadili di Pengadilan Agama Bantul berdasarkan asas 

ius curia novit dan asas personalitas keislaman. 

2. Dalam perkara nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl disebutkan bahwa 

Majelis hakim mempertimbangkan fakta yang di dapatkan dari ket-

erangan pemohon, termohon, saksi-saksi serta bukti yang telah 

dikemukakan yang kemudian pertimbangan- pertimbangan 

digunakan sebagai salah satu cara dalam memutus perkara, sehingga 

Majelis Hakim sepakat untuk menfasakh pernikahan tersebut 

dengan alasan bahwa Islam melarang adanya pernikahan antara 

muslin dengan musyrik orang yang beragama selain Islam sehingga 

apabila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama 

Islam maka pernikahan tersebut telah terputus.  

3. Rujukan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memu-

tus perkara adalah pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan 
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beberapa kitab, yakni Kitab Tanwirul Qulub halaman 295 dan Kitab 

Fiqh Assunnah Jilid III halaman 314. 

B. Saran 

Dalam menyikapi permasalahan ini, penyusun mempunyai beberapa 

saran atau sudut pandang sebagai berikut: 

1. Untuk para umat Islam pada umumnya dan terkhusus untuk mus-

limah hendaknya mencari pasangan yang sekufu dan setujuan dalam 

hal agama sehingga perkawinan yang dilakukan bisa mencapai 

tujuan perkawinan yakni bahagia, rukun dan tentram. 

2. Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam mungkin bisa ditinjau kembali, khusunya 

mengenai perkara perceraian yang disebabkan murtad agar lebih ter-

perinci dan jelas mengingat bahwa penduduk Indonesia mayoritas 

beragama Islam. 

3. Terkait penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun sudah ada be-

berapa penelitian yang membahas yang terkait murtad dalam 

perkawinan sehingga menurut penyusun isu terkait perceraian dan 

murtad bisa diangkat menjadi sebuah isu baru sehingga hal tersebut 

bisa mendapatkan perhatiab lebih yang pada akhirnya diharapkan 

adanya bab tersendiri yang membahas terkait perceraian murtad di 

dalam perundang- undangan perkawinan di Indonesia. 
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